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Abstrak: Penelitian ini menganalisis konstruksi etika terorisme dan perdamaian dalam 
Q.S. al-Mā’idah [5]: 32–34 melalui pendekatan tafsīr maqāṣidī Abdul Mustaqim. Kajian 
terdahulu cenderung membahas ayat-ayat kekerasan secara normatif atau mengkaji 
terorisme, jihad, dan ḥirābah secara terpisah, sehingga keterkaitan antara perlindungan 
kehidupan, penegakan hukum, dan pertobatan sebagai fondasi perdamaian belum 
dirumuskan secara integratif. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis 
kepustakaan dengan al-Qur’an, karya Abdul Mustaqim, Tafsir al-Azhar, Tafsir al-
Mishbah, dan Tafsir Jalalain sebagai sumber primer, serta literatur tentang terorisme, 
hukum Islam, dan studi perdamaian sebagai sumber sekunder. Data dikumpulkan 
melalui dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan kontekstual 
dengan triangulasi sumber tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Q.S. al-Mā’idah 
[5]: 32–34 membentuk konstruksi etis tiga lapis: ayat 32 menegaskan perlindungan 
kehidupan sebagai prinsip fundamental, ayat 33 mengatur respons hukum yang 
proporsional melalui otoritas yang sah, dan ayat 34 membuka ruang pertobatan serta 
pemulihan. Dalam perspektif maqāṣid al-tafsīr, konstruksi tersebut menjadi dasar untuk 
menolak legitimasi terorisme sekaligus merumuskan kerangka perdamaian yang 
berorientasi pada perlindungan jiwa, agama, akal, keturunan, harta, negara, dan 
lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan tafsīr maqāṣidī tidak hanya 
berfungsi untuk memahami larangan kekerasan, tetapi juga menawarkan kerangka etis 
untuk menghubungkan keadilan hukum, rehabilitasi, dan rekonstruksi perdamaian.  
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Pendahuluan 

Terorisme merupakan ancaman terhadap hak hidup, keamanan publik, dan 
keberlangsungan relasi sosial. Penanggulangannya tidak cukup mengandalkan 
tindakan keamanan, sebab kekerasan ekstrem juga tumbuh melalui 
pembentukan wacana, klaim identitas, serta pembacaan agama yang menutup 
ruang kritik. Karena itu, strategi kontraterorisme perlu menyandingkan 
penegakan hukum dengan pendidikan, dialog lintas agama, dan penguatan 
moderasi beragama. Pendekatan tersebut menempatkan agama bukan sebagai 
penyebab tunggal kekerasan, melainkan sebagai medan penafsiran yang dapat 
diarahkan untuk melindungi manusia dan merawat kehidupan bersama.1 

 
1 Alfin Irfanda, “Terorisme, Jihad, Dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi,” 
Jurnal Wawasan Yuridika 6, No. 1 (Maret 2022): 101, Https://Doi.Org/10.25072/Jwy.V6i1.490. 
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Sebagian kelompok radikal menyempitkan jihad fī sabīlillāh menjadi 
tindakan bersenjata, lalu menganggap kekerasan sebagai jalan memperoleh rida 
Allah Swt. Reduksi tersebut mengabaikan keragaman makna jihad, syarat etis 
peperangan, perlindungan terhadap warga sipil, dan kewenangan otoritas yang 
sah. Ketika teks dipisahkan dari konteks, tujuan syariat, dan keseluruhan pesan 
al-Qur’an, tindakan teror dapat dibingkai sebagai perjuangan suci. Persoalan 
utamanya bukan keberadaan teks agama, tetapi cara membaca yang atomistik, 
eksklusif, serta meniadakan akibat kemanusiaan dari tindakan kekerasan.2 

Pengaitan langsung antara jihad dan terorisme juga mengaburkan perbe-
daan konseptual. Jihad mencakup kesungguhan moral, intelektual, sosial, dan 
dalam keadaan tertentu pembelaan bersenjata yang dibatasi hukum. Terorisme, 
sebaliknya, menjadikan kekerasan atau ancamannya sebagai sarana mencip-
takan ketakutan luas demi tujuan ideologis atau politik. Oleh sebab itu, kritik al-
Qur’an terhadap pembunuhan, intimidasi, dan fasād fī al-arḍ harus dibaca 
sebagai koreksi terhadap praktik kekerasan, bukan sekadar penegasan 
apologetik bahwa Islam merupakan agama damai.3 

Kajian terdahulu telah menguraikan hubungan jihad, radikalisme, dan 
terorisme, serta menempatkan ḥirābah sebagai kategori hukum yang berkem-
bang dari kejahatan perampokan menuju ancaman serius terhadap keamanan 
publik. Temuan tersebut penting, tetapi banyak penelitian berhenti pada 
pengumpulan dalil atau persamaan antara terorisme dan ḥirābah. Akibatnya, 
struktur argumentasi Q.S. al-Mā’idah ayat 32–34 sebagai rangkaian perlin-
dungan kehidupan, pembatasan hukuman, dan pembukaan pertobatan belum 
cukup diperdalam. Kekosongan ini memerlukan pembacaan yang menghubung-
kan tafsir, filsafat hukum, dan studi perdamaian. Secara internasional, evolusi 
ḥirābah juga dibahas sebagai peralihan dari pembacaan tekstual menuju 
perlindungan universal atas keamanan dan martabat. Perspektif tersebut 
membuka ruang dialog antara fikih klasik, hak asasi manusia, dan tantangan 
kekerasan kontemporer, tetapi belum secara khusus menguji susunan tiga ayat 
yang menjadi fokus penelitian ini.4 

Al-Qur’an memiliki daya jangkau lintas waktu, tetapi relevansinya tidak 
lahir dari pemindahan makna secara mekanis. Penafsiran perlu memperhatikan 
bahasa, konteks pewahyuan, hubungan antarayat, tradisi tafsir, serta realitas 
sosial yang menjadi medan penerapan. Tafsīr maqāṣidī dipilih karena 
mengarahkan pembacaan dari makna literal menuju tujuan etis yang hendak 
diwujudkan teks. Pendekatan ini tidak meniadakan bunyi ayat, melainkan 

 
2 Syamsuri Syamsuri, “Pendidikan Agama, Tantangan Teknologi Komunikasi, Dan Terorisme: 
Introduction,” Al-Iqro’ 1, No. 2 (Agustus 2024): 193–205, Https://Doi.Org/-
10.54622/Aijis.V1i2.320. 
3 Totong Heri, Terorisme Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits, 16, No. 1 (Maret 2020): 85, 
Https://Doi.Org/10.31000/Rf.V16i1.2460. 
4 Moh Khasan, “From Textuality to Universality: The Evolution of Ḥirābah Crimes in Islamic 
Jurisprudence,” Al-Jami‘ah 59, no. 1 (2021): 1–32, https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.1-32. 
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menguji apakah suatu penafsiran menghasilkan keadilan, kemaslahatan, perlin-
dungan manusia, dan pencegahan kerusakan.5 

Asbāb al-nuzūl juga penting untuk membedakan konteks awal ayat dari 
cakupan normatifnya. Informasi tentang peristiwa yang menyertai turunnya 
ayat membantu mufasir memahami pihak, tindakan, serta persoalan yang 
sedang direspons. Namun, sabab al-nuzūl tidak boleh dipakai untuk mengurung 
pesan ayat pada masa lalu ataupun memindahkan hukumnya tanpa pertim-
bangan konteks. Pembacaan yang memadukan sebab turun, keumuman lafaz, 
dan tujuan syariat memungkinkan ayat dipahami secara historis sekaligus tetap 
relevan bagi persoalan kekerasan kontemporer.6 

Penelitian ini memusatkan kajian pada Q.S. al-Mā’idah ayat 32–34 karena 
ketiganya membentuk urutan makna yang sering dibaca terpisah. Ayat 32 
menegaskan kesucian kehidupan, ayat 33 mengatur respons terhadap kekerasan 
yang merusak keamanan umum, sedangkan ayat 34 menghadirkan pertobatan 
sebelum pelaku dikuasai. Research gap penelitian terletak pada belum kuatnya 
sintesis ketiga lapisan tersebut untuk mengkritik legitimasi terorisme sekaligus 
merumuskan perdamaian yang tidak berhenti pada ketiadaan kekerasan. Kajian 
yang ada lebih sering menempatkan ayat 33 sebagai dasar sanksi, sementara ayat 
32 dan 34 hanya menjadi pengantar atau pelengkap. Pemisahan itu membuat 
dimensi pencegahan dan rekonsiliasi tampak lebih lemah daripada dimensi 
penghukuman. 

Kebaruan penelitian bukan semata penggunaan tafsīr maqāṣidī, melainkan 
penyusunan Q.S. al-Mā’idah ayat 32–34 sebagai arsitektur etis, yuridis, dan re-
konsiliatif. Arsitektur ini menunjukkan bahwa perlindungan jiwa menjadi titik 
awal, kewenangan menghukum dibatasi oleh proporsionalitas dan proses 
hukum, kemudian pertobatan membuka kemungkinan pemulihan. Berdasarkan 
kerangka tersebut, penelitian bertujuan menjelaskan makna ayat secara kompa-
ratif, mengidentifikasi maqāṣid yang dikandungnya, serta menilai batas konsep-
tual penggunaan ayat untuk membenarkan tindakan teror atas nama agama. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 
kepustakaan. Sumber primer meliputi Q.S. al-Mā’idah ayat 32–34, karya Abdul 
Mustaqim tentang tafsīr maqāṣidī, Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Mishbah, dan Tafsir 
Jalalain. Sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, serta penelitian yang 
membahas jihad, ḥirābah, fasād fī al-arḍ, terorisme, maqāṣid al-syarī‘ah, dan 
studi perdamaian. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, penelusuran 
tematik, pencatatan konsep, serta pengelompokan argumen berdasarkan 
hubungan antarayat dan masalah penelitian. 

Analisis dilakukan melalui lima tahap. Pertama, mengidentifikasi konteks 
dan struktur bahasa ayat. Kedua, membandingkan penafsiran Hamka, M. 
Quraish Shihab, dan Jalaluddin al-Suyūṭī. Ketiga, memetakan tujuan perlin-
dungan dalam model Abdul Mustaqim. Keempat, mengontekstualisasikan 
temuan terhadap terorisme dan perdamaian. Kelima, menyusun sintesis kritis. 

 
5 MuhMmad HUsain Al-Dhahabi, Al-TafsiR Wa MufassiruN (Kairo: Maktabah Wahbah, T.T.), 1:70. 
6 Yunahar Ilyas, Kuliah Ulumul Qur’an (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014), 119. 



 

  

Reinterpretasi Q.S. Al-Mā’idah Ayat 32–34 melalui Tafsīr Maqāṣidī 

JITP, Volume 5, Number 3, September 2026 | 379 

Keabsahan interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber tafsir, pemeriksaan 
konsistensi antara teks dan konteks, serta pembedaan antara makna klasik dan 
kategori politik modern. Model Abdul Mustaqim dipilih karena memperluas 
maqāṣid pada perlindungan negara dan lingkungan, dua ranah yang turut 
terdampak kekerasan terorganisasi. Analisis tidak bertujuan menetapkan 
hukum positif atau menggantikan kewenangan ahli fikih. Penelitian membatasi 
diri pada rekonstruksi argumentasi tafsir dan konsekuensi etiknya. Setiap 
hubungan dengan terorisme diperlakukan sebagai kontekstualisasi analitis, 
bukan klaim bahwa istilah modern tersebut sepenuhnya sama dengan ḥirābah, 
bughāh, atau fasād dalam literatur klasik. 

Pembahasan Q.S. al-Mā’idah Ayat 32–34 

Secara tekstual, Q.S. al-Mā’idah ayat 32 berbicara kepada Bani Israil setelah 
kisah pembunuhan salah seorang putra Adam terhadap saudaranya. Penye-
butan komunitas tertentu tidak menjadikan larangan pembunuhan terbatas bagi 
mereka. Kisah tersebut menghadirkan memori moral tentang pembunuhan 
pertama, kemudian menjadikannya dasar bagi penghormatan terhadap 
kehidupan manusia. Karena itu, konteks historis perlu dibedakan dari cakupan 
etik ayat. Fokus penafsiran tidak diarahkan pada pembentukan karakter negatif 
suatu kelompok, tetapi pada tindakan pembunuhan dan pelampauan batas yang 
dikritik oleh al-Qur’an.78 

Hamka menghubungkan ayat ini dengan sejarah kekerasan yang dialami 
para nabi, termasuk ancaman terhadap Nabi Muhammad Saw. Penjelasan 
historis tersebut berguna untuk menunjukkan beratnya pembunuhan dan 
pengkhianatan. Namun, generalisasi terhadap seluruh Bani Israil harus dihin-
dari karena tanggung jawab moral melekat pada pelaku tindakan, bukan pada 
identitas kolektif. Dalam pembacaan maqāṣidī, kisah masa lalu berfungsi sebagai 
peringatan agar kebencian, balas dendam, dan perbedaan identitas tidak 
menghapus nilai dasar manusia. Pesan etiknya bergerak dari kritik historis 
menuju perlindungan universal terhadap kehidupan.9 

Para rasul datang membawa bukti dan petunjuk, tetapi sebagian penerima 
risalah tetap melampaui batas. Struktur ayat memperlihatkan bahwa penge-
tahuan keagamaan tidak otomatis mencegah kekerasan ketika kesombongan dan 
kepentingan menguasai tindakan. Di sini, penyimpangan tidak hanya berarti 
penolakan teologis, tetapi juga kegagalan menjaga manusia yang seharusnya 
dilindungi oleh wahyu. Tafsīr maqāṣidī menempatkan bagian tersebut sebagai 
koreksi atas kesalehan yang kehilangan tanggung jawab sosial. Klaim agama 

 
7 Akhmad Sulthoni Dan Muhamad Amrulloh, “Telaah Ayat-Ayat Pembebasan Baitul Maqdis 
Dalam Tafsir Al-Azhar,” Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir 7, No. 1 (Maret 2023): 
24, Https://Doi.Org/10.58438/Alkarima.V7i1.149. 
8 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Singapore: Kerja Aprinting Industries Pte Ltd, 2003), 221. 
9 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 221. 
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tidak mempunyai nilai jika dipakai untuk merendahkan martabat atau 
menghilangkan kehidupan orang lain.1011 

Frasa membunuh seseorang tanpa alasan pembunuhan atau kerusakan di 
bumi menegaskan prinsip perlindungan hak hidup. Pengecualian yang disebut 
ayat tidak dapat dijalankan oleh individu berdasarkan penilaian pribadi. 
Pelaksanaan hukum, pembelaan diri, dan tindakan dalam konflik bersenjata 
tetap memerlukan bukti, prosedur, proporsionalitas, serta kewenangan yang 
sah. Hamka mengaitkan fasād dengan tindakan yang meruntuhkan keamanan, 
seperti perampokan, pembakaran, dan kekerasan terbuka. Dengan demikian, 
ayat tidak memberi ruang bagi penghukuman sepihak. Ia justru membatasi 
kekerasan dan menjaga agar respons hukum tidak berubah menjadi pembalasan 
tanpa kendali.121314 

Perumpamaan membunuh satu manusia seperti membunuh seluruh 
manusia menunjukkan bahwa akibat kejahatan melampaui tubuh korban. 
Pembunuhan dan teror menghancurkan rasa aman, memperluas ketakutan, 
mengganggu mobilitas, serta melemahkan kepercayaan sosial. Dampak itu 
menjelaskan mengapa kekerasan terhadap satu orang dapat memiliki makna 
kolektif. Terorisme bekerja melalui logika serupa, sebab sasaran langsungnya 
mungkin terbatas, tetapi pesan ketakutannya ditujukan kepada khalayak luas. 
Hubungan ini bersifat analogis berdasarkan akibat sosial, bukan penyamaan 
sederhana antara setiap bentuk fasād dan kategori terorisme modern.15 

Bagian berikutnya menyatakan bahwa menyelamatkan satu kehidupan 
seakan-akan menyelamatkan seluruh manusia. Makna penyelamatan mencakup 
mencegah pembunuhan, menolong korban bencana, melindungi orang yang 
terancam, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia hidup 
aman. Ayat tidak hanya melarang tindakan negatif, tetapi juga menuntut 
tanggung jawab positif. Perlindungan jiwa menjadi kerja individu, masyarakat, 
dan negara. Karena itu, perdamaian dalam ayat ini bukan sikap pasif, melainkan 
tindakan sadar untuk mengurangi ancaman dan memulihkan keamanan.1617 

Hamka memberi contoh seseorang yang menyembunyikan korban dari 
pengejar yang hendak membunuhnya. Dalam keadaan tersebut, perlindungan 
nyawa didahulukan dibanding penyampaian informasi yang akan menyerahkan 
korban kepada kekerasan. Contoh itu menegaskan bahwa menjaga kehidupan 
merupakan kewajiban personal, bukan urusan negara semata. Akan tetapi, 
kewajiban personal tersebut berwujud penyelamatan dan pencegahan, bukan 
pelaksanaan hukuman. Pembedaan ini penting karena kelompok teror sering 

 
10 Ibid., 222 
11 Ibid., 223 
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, Vol. 3 (Jakarta: 
Lentera Hati, 2005). 100 
13 Hamka, Tafsir Al-Azhar. 222 
14 Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, Vol. 3 , 100. 
15 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 222. 
16 Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, 3:222. 
17 Ibid., 100 
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membalik posisi moral, yakni mengklaim kewajiban agama untuk melakukan 
kekerasan yang sebenarnya merampas hak hidup manusia.1819 

M. Quraish Shihab membaca kesetaraan antara satu jiwa dan seluruh 
manusia sebagai penegasan nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap orang. 
Abdul Mustaqim memperluas orientasi tersebut melalui ḥifẓ al-nafs sebagai 
tujuan penafsiran. Perbandingan keduanya menghasilkan dua lapisan. Shihab 
menerangkan dasar moral universal ayat, sedangkan tafsīr maqāṣidī mengubah 
dasar tersebut menjadi prinsip evaluatif. Setiap penafsiran yang melegitimasi 
pembunuhan warga tidak bersalah, intimidasi, atau penghukuman tanpa 
otoritas bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa, walaupun diklaim 
bersumber dari teks keagamaan. Implikasi pentingnya ialah pergeseran dari 
pertanyaan tentang siapa yang boleh diserang menuju pertanyaan tentang 
kehidupan siapa yang wajib dilindungi. Pergeseran ini menolak logika takfiri 
yang memulai penalaran dari pengeluaran seseorang dari komunitas iman, 
kemudian menggunakan label tersebut untuk meniadakan hak hidupnya.2021 

Universalitas nilai itu juga membantah klaim keunggulan ras, agama, atau 
kelompok yang dipakai untuk merendahkan kehidupan pihak lain. Al-Qur’an 
mengkritik pelanggaran yang dilakukan manusia, bukan meniadakan 
kemanusiaan suatu komunitas. Karena itu, ayat 32 tidak tepat digunakan untuk 
menyuburkan kebencian terhadap Yahudi, Muslim, atau kelompok lain. Tafsīr 
maqāṣidī menuntut konsistensi. Hak hidup harus dijaga tanpa diskriminasi, 
sebab perlindungan yang hanya diberikan kepada kelompok sendiri kehilangan 
sifat universal dan mudah berubah menjadi pembenaran kekerasan identitas.22 

Ayat 33 

أَنْ   فَسَادًا  الَْْرْضِ  فِ  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولهَُ  اللَّمَ  يَُُاربِوُنَ  المذِينَ  جَزاَءُ  اَ  تُ قَطمعَ إِنَّم أوَْ  يُصَلمبُوا  أوَْ  لُوا  يُ قَت م
الَْْخِ  فِ  وَلََمُْ  نْ يَا  الدُّ فِ  خِزْيٌ  لََمُْ  ذَلِكَ  الَْْرْضِ  مِنَ  فَوْا  يُ ن ْ أَوْ  خِلََفٍ  مِنْ  وَأرَْجُلُهُمْ  رةَِ أيَْدِيهِمْ 

 عَذَابٌ عَظِيمٌ 

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.23  

Konteks historis ayat 33 sering dikaitkan dengan kelompok ‘Ukal dan 
‘Uraynah yang datang kepada Nabi Muhammad Saw., menerima bantuan unta, 

 
18 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 222. 
19 Ibid., 222 
20 Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, 3:101. 
21 Ibid., 101 
22 Ibid., 102 
23 Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an In Word. 
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kemudian membunuh penggembala dan membawa lari ternak. Riwayat tersebut 
memperlihatkan gabungan pembunuhan, perampasan harta, pengkhianatan, 
dan ancaman terhadap keamanan. Karena terdapat variasi riwayat mengenai 
kronologi serta bentuk hukuman, sabab al-nuzūl perlu dibaca secara hati-hati. 
Fungsi utamanya ialah menjelaskan karakter kejahatan terbuka yang merusak 
masyarakat, bukan menyediakan contoh yang dapat ditiru di luar proses 
hukum.2425 

Riwayat tentang penangkapan dan hukuman terhadap pelaku memper-
lihatkan ketegangan antara pembalasan dan pembatasan hukum. Penafsiran 
yang menyatakan ayat turun sebagai koreksi menekankan kata innamā, yakni 
pembalasan dibatasi pada bentuk yang disebutkan dan tidak boleh diperluas 
melalui penyiksaan. Walaupun ulama berbeda mengenai kronologinya, prinsip 
yang dapat ditarik tetap sama. Kekuasaan menghukum tidak bersifat bebas. Ia 
harus tunduk pada ketentuan, bukti, dan tujuan mencegah kerusakan. 
Pembacaan ini menutup ruang bagi kelompok nonnegara untuk melakukan 
eksekusi berdasarkan klaim keagamaan sendiri.26 

Kaidah al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab memungkinkan 
makna ayat melampaui kasus ‘Uraynah. Namun, keumuman lafaz tidak berarti 
seluruh konflik dapat disebut memerangi Allah dan Rasul-Nya. Istilah 
yuḥāribūna Allāha wa rasūlahu harus dibaca bersama frasa yas‘auna fī al-arḍ 
fasādan, yakni tindakan aktif yang menghasilkan kerusakan publik. Kategori ini 
mempunyai kedekatan dengan kekerasan terorganisasi yang menebar 
ketakutan, tetapi tidak identik secara mutlak dengan definisi terorisme modern 
yang dibentuk oleh hukum, politik, dan relasi kekuasaan kontemporer. Batas 
konseptual ini diperlukan karena label memerangi Allah dapat berubah menjadi 
instrumen delegitimasi politik. Tanpa kriteria tindakan, bukti, dan akibat, istilah 
tersebut mudah diarahkan kepada oposisi, minoritas, atau pihak yang berbeda 
tafsir. Padahal, ayat menilai perbuatan merusak, bukan sekadar perbedaan 
posisi.27 

Perbedaan ulama mengenai ḥirābah menunjukkan bahwa kategori tersebut 
sejak awal bersifat interpretatif. Imam Malik memasukkan perampasan 
bersenjata di kota maupun wilayah terpencil, sedangkan Abu Hanifah memberi 
perhatian pada lokasi yang jauh dari pertolongan. Perbedaan itu lahir dari cara 
menilai ancaman terhadap keamanan publik. Unsur pokoknya bukan sekadar 
tempat, melainkan kekuatan terbuka, perampasan, dan ketidakmampuan 
korban memperoleh perlindungan. Perkembangan masyarakat modern 
memungkinkan perluasan analisis terhadap pemboman, penyanderaan, atau 
kekerasan massal, tetapi perluasan tersebut harus disertai argumentasi hukum 
dan tidak boleh menghapus perbedaan konteks.28 

 
24 Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, 3:104. 
25 Jalāluddīn Al Suyūtī, Dan Jalāl Ad-Dīn Al Mahallī, Terjemah Tafsir Jalalain (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2017) 224. 
26 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbāh, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 3, 104 
27 Ibid., 104 
28 Ibid., 104 
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M. Quraish Shihab memaknai yuḥāribūna Allāha wa rasūlahu sebagai 
pelanggaran arogan terhadap ketentuan Allah yang diwujudkan melalui 
pembunuhan, perampokan, pencurian dengan kekerasan, atau intimidasi. 
Penekanannya terletak pada akibat berupa rusaknya rasa aman. Melalui lensa 
maqāṣidī, akibat tersebut menyentuh ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-māl, sekaligus 
mengganggu ḥifẓ al-daulah karena negara kehilangan kemampuan menjamin 
keamanan. Dengan demikian, hubungan ayat dengan terorisme terletak pada 
kerusakan kolektif yang ditimbulkan, bukan pada pemberian label yang longgar 
kepada lawan politik atau kelompok berbeda. 

Sanksi dalam ayat dipahami secara bertingkat sesuai bentuk kejahatan. 
Pembunuhan, pembunuhan disertai perampasan, perampasan tanpa pembu-
nuhan, dan intimidasi menghasilkan respons yang berbeda. Struktur bertingkat 
itu menunjukkan proporsionalitas, bukan kekerasan seragam. Lebih penting 
lagi, penjatuhan sanksi berada pada otoritas hukum melalui pembuktian dan 
prosedur, bukan pada individu atau organisasi. Apabila pelaku teror 
menggunakan ayat ini untuk menghukum pihak lain, ia mengabaikan subjek 
hukum, proses peradilan, dan tujuan perlindungan yang justru dibangun oleh 
ayat. Tindakan tersebut mengubah hukum menjadi vigilantisme religius. 
Proporsionalitas juga menuntut pemisahan pelaku, pendukung, keluarga, dan 
komunitas asalnya. Hukuman kolektif terhadap kelompok yang tidak terlibat 
bertentangan dengan tanggung jawab individual serta berpotensi melahirkan 
siklus kekerasan baru.29 

Perbedaan penafsiran terhadap partikel aw memperkuat adanya ruang 
ijtihad. Mazhab Syafi‘i dan Hanafi menghubungkannya dengan perincian 
hukuman berdasarkan jenis kejahatan, sedangkan Imam Malik memberikan 
diskresi kepada penguasa dengan batas tertentu. Kedua pendapat tetap 
menuntut kesesuaian antara perbuatan dan sanksi. Karena itu, ayat 33 tidak 
dapat dipahami sebagai daftar hukuman yang boleh dipilih secara sewenang-
wenang. Tafsīr maqāṣidī menilai pilihan hukum berdasarkan kemampuannya 
melindungi masyarakat, mencegah pengulangan kejahatan, menjaga martabat, 
dan menghindari kerusakan yang lebih besar.30 

Imam Malik mewajibkan hukuman berat ketika terjadi pembunuhan, 
sedangkan mazhab Syafi‘i membedakan urutan eksekusi dan penyaliban. Perbe-
daan teknis ini memperlihatkan karakter fikih sebagai hasil ijtihad yang dipenga-
ruhi metode hukum. Artikel ini tidak menjadikan salah satu bentuk sanksi 
sebagai model operasional bagi negara modern. Hal yang relevan ialah prinsip 
bahwa kekerasan publik menuntut pertanggungjawaban yang terukur. Negara 
harus mencegah impunitas, tetapi tetap terikat pada hukum, hak terdakwa, 
perlindungan korban, dan larangan penyiksaan. Orientasi tersebut lebih dekat 
dengan maqāṣid daripada reproduksi literal bentuk hukuman tanpa konteks.31 

 
29 Ibid., 103.  
30 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbāh, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol., 104-105 
31 Ibid., 105 
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Pengasingan ditafsirkan sebagai pemindahan ke tempat yang membatasi 
kemampuan pelaku mengganggu masyarakat atau sebagai pemenjaraan. Variasi 
tersebut menunjukkan bahwa substansi hukuman ialah penghentian bahaya, 
bukan bentuk geografis tertentu. Dalam konteks sekarang, pembatasan 
kebebasan dapat diterapkan melalui sistem peradilan yang sah, disertai 
rehabilitasi dan pengawasan. Prinsip ini menegaskan batas penting. Pencegahan 
terorisme tidak membenarkan penghilangan paksa, penyiksaan, atau hukuman 
kolektif. Respons negara tetap harus sejalan dengan tujuan perlindungan 
kehidupan dan keadilan.32 

Ayat 34 

َ غَفُوْرٌ رمحِيْمٌ ا لَّم المذِيْنَ تََبُ وْا مِنْ قَ بْلِ انَْ تَ قْدِرُوْا عَلَيْهِمْْۚ فاَعْلَمُوْْٓا انَم اللَّهٰ ِِ 

“Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; 
maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”33 

Frasa min qabli an taqdirū ‘alayhim menunjuk pertobatan sebelum pelaku 
dikuasai. Pada tahap itu, pelaku masih memiliki kemampuan melanjutkan keja-
hatan, tetapi memilih berhenti dan menyerahkan diri. Karena pilihan tersebut 
lahir sebelum tekanan penangkapan sepenuhnya bekerja, pertobatan mem-
punyai bobot moral dan hukum. Ayat mengakui perubahan perilaku sebagai 
unsur penting dalam penghentian fasād. Dengan demikian, hukum al-Qur’an 
tidak hanya menilai perbuatan masa lalu, tetapi juga memperhatikan tindakan 
nyata untuk keluar dari kekerasan. 

Pertobatan tidak menghapus seluruh konsekuensi secara otomatis. Ia 
terutama berkaitan dengan hak Allah dan kemungkinan gugurnya sanksi 
tertentu, sedangkan hak korban tetap memerlukan penyelesaian. Struktur ini 
mempertemukan keadilan retributif dengan keadilan restoratif. Pelaku didorong 
menghentikan kekerasan, mengakui kesalahan, menyerahkan diri, dan 
memulihkan kerugian. Bagi kebijakan deradikalisasi, ayat 34 memberi dasar 
bahwa perubahan ideologi harus disertai tanggung jawab, bukan sekadar 
pernyataan verbal. Kesempatan kembali ke masyarakat dapat dibuka setelah 
risiko, hak korban, dan pemulihan sosial dinilai secara adil. Dimensi restoratif 
tidak berarti meniadakan hukuman. Ia menata tujuan hukuman agar tidak 
berhenti pada penderitaan pelaku, tetapi mengarah pada keamanan korban, 
pengakuan kesalahan, perbaikan kerugian, dan pengurangan kemungkinan 
kekerasan berulang.34 

Al-Suyūṭī membedakan hak Allah dari hak manusia. Pelaku pembunuhan 
yang bertobat tetap berhadapan dengan tuntutan keluarga korban, sedangkan 
perampok wajib mengembalikan harta yang dirampas. Pembedaan ini mencegah 
penggunaan pertobatan sebagai jalan menghindari tanggung jawab. Pada saat 
yang sama, ia membuka ruang pemaafan, diyat, restitusi, dan rekonsiliasi sesuai 

 
32 Ibid., 105 
33 Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 113. 
34 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbāh, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol., 106 
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hukum. Dibanding pembacaan yang hanya menonjolkan hukuman ayat 33, 
hubungan ayat 33 dan 34 memperlihatkan tujuan yang lebih utuh, yakni 
menghentikan bahaya, menegakkan hak, lalu memungkinkan pemulihan tanpa 
mengabaikan korban.35.36 

Terorisme dan Perdamaian dalam Tafsīr Maqāṣidī 

Dalam studi perdamaian, Johan Galtung membedakan perdamaian negatif 
dan perdamaian positif. Perdamaian negatif berarti tidak adanya kekerasan 
langsung, sedangkan perdamaian positif menuntut hadirnya keadilan, kea-
manan, dan struktur sosial yang tidak menghasilkan penindasan. Pembedaan ini 
lebih memadai daripada definisi kamus yang hanya menyamakan damai dengan 
ketiadaan perang. Q.S. al-Mā’idah ayat 32–34 memuat kedua dimensi tersebut. 
Larangan membunuh dan pengendalian ḥirābah menghentikan kekerasan 
langsung, sementara perlindungan hidup, proporsionalitas hukum, dan perto-
batan membangun kondisi sosial yang memungkinkan keamanan berkelanjutan. 
Dengan kerangka ini, keamanan bukan hanya keadaan setelah serangan 
berhenti. Keamanan mencakup kemampuan warga menjalankan aktivitas, 
menyampaikan keyakinan, memperoleh keadilan, dan hidup tanpa ancaman 
dari kelompok bersenjata maupun penyalahgunaan kekuasaan negara.37 

Kerangka Galtung juga membedakan kekerasan langsung, struktural, dan 
kultural. Terorisme terutama tampil sebagai kekerasan langsung, tetapi 
legitimasinya dapat bekerja melalui kekerasan kultural ketika simbol dan tafsir 
agama dipakai untuk menjadikan pembunuhan tampak benar. Respons yang 
hanya mengandalkan pemidanaan tidak menyentuh lapisan tersebut. Tafsīr 
maqāṣidī berperan mengoreksi struktur penalaran yang memisahkan teks dari 
kemaslahatan manusia. Dengan demikian, penafsiran menjadi bagian dari 
peacebuilding karena mengubah narasi pembenar kekerasan menjadi etika 
perlindungan dan tanggung jawab. Kekerasan kultural dapat hadir melalui 
potongan ayat, istilah syahid, atau penggambaran lawan sebagai tidak 
manusiawi. Karena itu, koreksi tafsir mempunyai fungsi preventif sebelum 
kekerasan diwujudkan dalam tindakan fisik. 

Orientasi perdamaian dalam Islam tidak cukup dijelaskan melalui asal kata 
Islam. Kajian maqāṣid tentang perjanjian menunjukkan pentingnya kesetiaan, 
keadilan, tanggung jawab, dan pemeliharaan relasi sebagai tujuan moral al-
Qur’an. Nilai tersebut memperluas perdamaian dari slogan menjadi praktik 
sosial. Dalam konteks terorisme, perdamaian mencakup perlindungan warga, 
kepastian hukum, ruang kebebasan beragama, dan penyelesaian konflik tanpa 
penghancuran. Oleh karena itu, agama dan perdamaian berhubungan melalui 

 
35 Imam Jalāl Ad-Dīn Al-Mahallī Dan Imam Jalāluddīn As-Suyūtī, Terjemah Tafsir Jalalain Berikut 
Asbabun Nuzul, 443 
36 Moh Khasan, “From Textuality to Universality,” 24–29. 
37 Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research,” Journal of Peace Research 6, no. 3 (1969): 
167–191, https://doi.org/10.1177/002234336900600301. 
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tujuan etik yang dapat diuji dari akibatnya terhadap manusia, bukan melalui 
klaim identitas semata.38 

Pendekatan sistem Jasser Auda menolak pembacaan hukum yang 
reduksionis, satu dimensi, dan terpisah dari tujuan. Prinsip itu sejalan dengan 
model Abdul Mustaqim yang menghubungkan teks, konteks, dan maqāṣid. Q.S. 
al-Mā’idah ayat 32 tidak boleh dipisahkan dari pembatasan hukum pada ayat 33 
dan pintu pertobatan pada ayat 34. Jika hanya ayat 33 yang dikutip, hukum 
tampak sebagai kekerasan. Jika rangkaiannya dibaca utuh, terlihat gerak dari 
perlindungan jiwa menuju penegakan keadilan dan pemulihan. Keutuhan ini 
menjadi dasar filosofis untuk menolak legitimasi terorisme. Pendekatan holistik 
juga mencegah dua ekstrem, yakni literalisme yang membekukan bentuk 
hukuman dan kontekstualisme bebas yang memutus hubungan dengan teks. 
Maqāṣid bekerja sebagai jembatan kritis antara keduanya.39 

Terorisme menimbulkan korban fisik, trauma psikologis, kerusakan 
ekonomi, dan ketidakpercayaan antarkelompok. Karena dampaknya berlapis, 
penolakannya tidak perlu didasarkan pada romantisasi bahwa setiap tindakan 
umat selalu damai. Kritik yang lebih kuat bertumpu pada norma. Pembunuhan 
warga tidak bersalah melanggar ḥifẓ al-nafs, intimidasi merusak akal dan 
kebebasan beragama, perampasan menghancurkan harta, sedangkan serangan 
terhadap fasilitas publik mengganggu negara dan lingkungan. Kerangka 
maqāṣid memungkinkan penilaian terhadap tindakan berdasarkan akibat nyata 
dan tujuan moralnya.40 

Secara operasional, terorisme dalam penelitian ini dipahami sebagai 
penggunaan atau ancaman kekerasan yang dirancang untuk menghasilkan 
ketakutan lebih luas daripada korban langsung, dengan tujuan ideologis, politik, 
atau keagamaan. Definisi tersebut menekankan metode, efek psikologis, dan 
tujuan, bukan identitas agama pelaku. Batas ini penting karena istilah terorisme 
sering diperebutkan dan digunakan secara politis. Penelitian tidak menyamakan 
seluruh pemberontakan, perlawanan, atau kejahatan dengan terorisme. 
Hubungan dengan ayat dibangun melalui unsur pembunuhan, intimidasi 
publik, dan kerusakan terorganisasi yang dapat diuji secara argumentatif. 
Penekanan pada tindakan menghindarkan penelitian dari stigmatisasi Muslim. 
Identitas pelaku tidak cukup untuk menjelaskan terorisme, sebagaimana 
penggunaan simbol Islam tidak otomatis membuktikan bahwa tindakan tersebut 
mewakili ajaran Islam.41 

Istilah terorisme tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur’an karena 
merupakan kategori modern. Kata irhāb berasal dari akar rahiba yang berkaitan 

 
38 Halim Rane, “Higher Objectives (Maqāṣid) of Covenants in Islam: A Content Analysis of ‘Ahd 
and Mīthāq in the Qur’an,” Religions 14, no. 4 (2023): 514, https://doi.org/10.3390/rel14040514. 
39 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: 
IIIT, 2008), 25–27. 
40 Muhammad Tahir Al Qadri, Fatwa Tentang Terorisme Dan Bom Bunuh Diri (Jakarta: Lembaga 
Penelitian Dan Pengkajian Islam Lppi, 2014), 272. 
41 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008), 1454. 
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dengan takut atau gentar, tetapi penggunaannya tidak selalu menunjuk 
kekerasan terhadap warga. Karena itu, penerjemahan irhāb sebagai terorisme 
harus memperhatikan konteks. Kesalahan semantik terjadi ketika setiap bentuk 
rasa gentar dianggap identik dengan serangan teror. Sebaliknya, tidak adanya 
istilah modern dalam teks juga tidak berarti al-Qur’an kehilangan sumber 
normatif untuk menilai terorisme. Penilaian dapat dilakukan melalui larangan 
pembunuhan, fasād, kezaliman, dan pelanggaran terhadap kehidupan.424344 

Pada Q.S. al-Anfāl ayat 60, turhibūna berkaitan dengan persiapan kekuatan 
yang menghasilkan daya gentar terhadap musuh dalam situasi pertahanan. 
Konteksnya berbeda dari pengeboman warga, pembunuhan acak, atau 
penyebaran ketakutan terhadap masyarakat sipil. Ayat sesudahnya bahkan 
membuka perdamaian ketika pihak lawan condong kepadanya. Hubungan 
tersebut menunjukkan bahwa daya tangkal dibatasi oleh etika konflik dan 
orientasi penghentian perang. Menjadikan ayat itu sebagai pembenaran 
terorisme berarti menghapus konteks perang, sasaran, serta kewajiban menerima 
jalan damai. 

Ketidakadilan, marginalisasi, dan frustrasi dapat menjadi kondisi yang 
dimanfaatkan dalam proses radikalisasi, tetapi kondisi tersebut tidak mengubah 
kekerasan terhadap warga menjadi tindakan sah. Penjelasan sebab sosial harus 
dibedakan dari pembenaran normatif. Tafsīr maqāṣidī mengakui kebutuhan 
mengatasi ketidakadilan struktural, sekaligus mempertahankan larangan 
melukai pihak yang tidak bersalah. Karena itu, pencegahan terorisme 
memerlukan dua jalur. Negara harus memperbaiki ketimpangan dan membuka 
partisipasi, sedangkan narasi agama harus menegaskan bahwa tujuan keadilan 
tidak dapat dicapai melalui sarana yang menghancurkan kehidupan. 

Jihad secara bahasa menunjuk kesungguhan mengerahkan kemampuan. 
Dalam al-Qur’an, bentuknya mencakup perjuangan dengan argumen, harta, 
keteguhan, dan pada konteks tertentu kekuatan bersenjata. Penyempitan jihad 
menjadi peperangan menghilangkan dimensi moral dan intelektualnya. Bahkan 
ketika berhubungan dengan qitāl, jihad tidak berjalan tanpa batas. Ia terikat oleh 
sebab, sasaran, proporsionalitas, dan penghentian permusuhan. Kerangka 
tersebut membedakan jihad dari terorisme yang sengaja memperluas ketakutan 
dan sering mengabaikan status korban.45 

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah 
terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar".46 

 
42 Lestari Serli Dkk., “Membedah Konsep Radikalisme Dan Terorisme Dalam Perspektif Al-
Qur’an,” Religiotransdis: Jurnal Kajian Agama Lintas-Bidang 1, No. 1 (Juni 2023): 54. 
43 Usman, Radikalisme, Terorisme Dan Deradikalisasi (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 22. 
44 Ahmad Anas Muhsin, “Analisis Pendekatan Interpretasi Syahrur Terhadap Ayat Jihad Dan 
Qital:,” Jadid: Journal Of Quranic Studies And Islamic Communication 4, No. 02 (September 2024): 15, 
Https://Doi.Org/10.33754/Jadid.V4i02.1276. 
45 Saepul Hidayat, “Konsep Jihad Dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam 
Tafsīr Al-Munīr,” Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 3, No. 02 (Mei 2023): 170, 
Https://Doi.Org/10.62359/Tafakkur.V3i2.127. 
46 Ibid., 364 
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Penerjemahan jihad sebagai holy war membentuk pemahaman yang terlalu 
sempit, baik dalam propaganda kelompok radikal maupun sebagian wacana luar 
Islam. Kelompok radikal memakai istilah itu untuk memberi kesucian pada 
kekerasan, sedangkan generalisasi eksternal memakainya untuk menyamakan 
ajaran Islam dengan teror. Keduanya bertemu dalam reduksi yang sama. 
Pembacaan kontekstual perlu mengembalikan jihad pada tujuan, batas, dan 
ragamnya. Jihad yang menghilangkan jiwa tanpa hak, merusak keamanan 
publik, dan menutup pertobatan tidak memenuhi maqāṣid, sehingga klaim 
religius pelaku tidak mengubah sifat kejahatannya.4748 

Q.S. al-Mā’idah ayat 32 memberi ukuran normatif untuk menilai klaim 
tersebut. Nilai suatu tindakan tidak ditentukan oleh slogan pelakunya, 
melainkan oleh kesesuaiannya dengan perlindungan kehidupan dan 
pencegahan fasād. Karena itu, penyebutan jihad tidak dapat menyucikan 
pembunuhan warga atau penghancuran fasilitas publik. Ayat 32 menggeser 
perhatian dari identitas pelaku menuju akibat moral tindakannya. 

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah 
dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya 
telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) 
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka 
sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan 
dimuka bumi.”49 

Rangkaian ayat menempatkan keamanan jiwa, harta, dan kehormatan 
sebagai kondisi dasar kehidupan bersama. Ketika pembunuhan, perampokan, 
dan intimidasi menyebar, masyarakat kehilangan kebebasan bergerak dan 
kemampuan mempercayai sesama. Inilah titik temu antara fasād dan terorisme. 
Keduanya dapat merusak ruang publik melalui ketakutan. Namun, analisis tetap 
harus membedakan kategori klasik dari istilah modern agar ayat tidak dipakai 
secara serampangan untuk melabeli lawan atau membenarkan kekerasan 
negara.50 

Riwayat Mujāhid ibn Jabr memahami fasād sebagai kerusakan yang 
mencakup pembunuhan, pencurian, perzinaan, dan perusakan sumber 
penghidupan. Cakupannya lebih luas daripada terorisme. Karena itu, terorisme 
dapat termasuk bentuk fasād ketika memenuhi unsur kekerasan terorganisasi 
dan penghancuran keamanan, tetapi tidak setiap fasād merupakan terorisme. 
Pembedaan ini menjaga ketepatan konsep. Ia juga mencegah penggunaan ayat 

 
47 Saoki Saoki, “Aktualisasi Makna Jihad Dalam Kehidupan Modern,” Al-Daulah: Jurnal Hukum 
Dan Perundangan Islam 3, No. 1 (April 2013): 1–18, Https://Doi.Org/10.15642/Ad.2013.3.1.1-18. 
48 Totong Heri, Terorisme Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits, 88-89 
49 Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 113 
50 Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Juzu’ Vi, 226 
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33 terhadap pelanggaran yang telah mempunyai kategori hukum berbeda. Tafsīr 
maqāṣidī menuntut klasifikasi yang cermat agar respons hukum tidak 
berlebihan. 

Para mufasir dan fuqahā’ menempatkan ḥirābah pada kekerasan terbuka 
yang membuat korban kehilangan perlindungan. Imam Malik tidak membatasi 
tindakan itu pada wilayah terpencil, sebab ancaman dapat terjadi di kota 
maupun desa. Pokoknya terletak pada penggunaan kekuatan, perampasan, 
pembunuhan, atau penebaran rasa takut. Dalam negara modern, penetapan 
suatu tindakan sebagai terorisme atau kejahatan serius tetap menjadi 
kewenangan institusi hukum. Ayat tidak memberi mandat kepada kelompok 
keagamaan untuk menahan, mengadili, atau menghukum orang berdasarkan 
tafsir mereka sendiri. 

Literatur fikih menyebut penggunaan kekuatan, keterbukaan tindakan, 
perampasan paksa, dan terganggunya pertolongan sebagai unsur ḥirābah. Unsur 
tersebut dapat membantu membaca bentuk kekerasan modern, termasuk 
pembajakan, penyanderaan, atau serangan yang sengaja menakutkan publik. 
Akan tetapi, analogi harus mempertimbangkan hukum nasional, hak asasi 
manusia, dan karakter teknologi kekerasan masa kini. Evolusi konsep ḥirābah 
memperlihatkan bahwa universalitasnya terletak pada perlindungan keamanan, 
bukan pada pembekuan contoh klasik. Dengan demikian, ijtihad bergerak dari 
bentuk ke tujuan tanpa kehilangan disiplin hukum. Kontekstualisasi juga harus 
menguji kemungkinan penyalahgunaan konsep oleh negara. Perluasan ḥirābah 
yang terlalu longgar dapat menjadikan kritik damai atau pembangkangan sipil 
diperlakukan sebagai ancaman keamanan, sehingga tujuan perlindungan justru 
berbalik menjadi legitimasi represi.51 

Berdasarkan model Abdul Mustaqim, Q.S. al-Mā’idah ayat 32–34 memuat 
tujuh orientasi maqāṣid yang saling berhubungan: Pemetaan ini tidak 
menempatkan tujuh tujuan sebagai daftar yang berdiri sendiri, melainkan 
sebagai jaringan perlindungan. Kerusakan satu dimensi akan memengaruhi 
dimensi lain dan memperbesar dampak sosial kekerasan dalam kehidupan 
masyarakat kontemporer.  

Pertama, ḥifẓ al-nafs. Ayat 32 menempatkan kehidupan sebagai nilai 
universal, sedangkan ayat 33 melindungi masyarakat dari kekerasan terbuka. 
Sanksi tidak dimaksudkan untuk memuaskan pembalasan, tetapi mencegah 
korban baru melalui hukum yang sah. Ayat 34 kemudian menjaga kehidupan 
sosial dengan membuka penghentian kekerasan dan pertobatan. 

Kedua, ḥifẓ al-dīn. Perdamaian menjamin manusia menjalankan agama tanpa 
intimidasi. Teror yang memaksa keyakinan atau menyerang rumah ibadah 
merusak agama karena mengubah iman menjadi alat ketakutan. Perlindungan 
agama bukan monopoli satu kelompok, melainkan penjagaan ruang 
keberagamaan agar perbedaan tidak diselesaikan melalui kekerasan. Ketiga, ḥifẓ 
al-‘aql. Ketakutan berkepanjangan, propaganda ekstrem, dan indoktrinasi 
menutup kemampuan menilai argumen secara kritis. Perlindungan akal 
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menuntut pendidikan, keterbukaan informasi, dan pembacaan agama yang 
dapat diuji. Dengan demikian, deradikalisasi tidak hanya mengubah perilaku, 
tetapi juga memulihkan nalar dari cara berpikir hitam putih. Keempat, ḥifẓ al-nasl. 
Pembunuhan dan teror memutus keluarga, mewariskan trauma, serta 
menghilangkan penopang generasi. 

Kelima, ḥifẓ al-māl. Perampokan, pembakaran, dan serangan terhadap sarana 
publik menghancurkan sumber kehidupan. Perlindungan harta tidak sekadar 
mempertahankan kepemilikan individual, tetapi menjaga ekonomi sosial yang 
menopang keberlangsungan manusia. Respons hukum karena itu harus 
mencakup restitusi, pemulihan korban, dan pencegahan pendanaan kekerasan. 
Keenam dan ketujuh, ḥifẓ al-daulah serta ḥifẓ al-bī’ah. Terorisme melemahkan 
kemampuan negara melindungi warga dan dapat merusak lingkungan melalui 
penghancuran ruang hidup. Menjaga negara tidak berarti membenarkan seluruh 
tindakan penguasa, melainkan mempertahankan tata hukum yang adil. Menjaga 
lingkungan berarti mencegah fasād yang menghancurkan tempat manusia 
menjalani kehidupan.52 

Sintesis Filosofis Tafsīr Maqāṣidī 

Istilah Maqāṣid berasal dari qaṣada yang bermakna menuju, bermaksud, atau 
menetapkan tujuan. Tafsīr maqāṣidī membaca ayat dengan menelusuri tujuan 
dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan bagi kehidupan dunia serta 
akhirat.53 Pembacaan tersebut mempertimbangkan unsur internal teks, konteks 
eksternal, hubungan mikro antarkata, struktur makro antarayat, dan perubahan 
realitas. Q.S. al-Mā’idah ayat 32–34 karena itu tidak dibaca sebagai tiga ketentuan 
terpisah, tetapi sebagai rangkaian yang menyusun pemikiran etis, sosial, dan 
hukum. Keutuhan struktur menjadi pengaman dari penafsiran selektif.54 

Tafsīr maqāṣidī tidak mengganti teks dengan tujuan yang dibuat penafsir. 
Pendekatan ini menelusuri petunjuk tujuan dari bahasa ayat, sabab al-nuzūl, 
hubungan dengan ayat lain, serta akibat penerapannya. Penafsiran dinilai kuat 
ketika mampu menjaga kehormatan teks sekaligus menjawab persoalan 
manusia. Dalam penelitian ini, kriterianya ialah perlindungan, proporsionalitas, 
kewenangan hukum, dan pemulihan. 

Dari sisi etis, pembunuhan tanpa hak merupakan penyangkalan terhadap 
nilai manusia. Dari sisi sosial, teror memutus kepercayaan dan mengubah 
perbedaan menjadi ancaman. Karena manusia hidup saling bergantung, 
kerusakan terhadap satu korban meluas kepada keluarga dan masyarakat. 
Prinsip ini menjelaskan hubungan antara ḥifẓ al-nafs dan perdamaian positif. 

Dari sisi ekonomi, perampasan serta penghancuran fasilitas merusak sumber 
penghidupan dan memperbesar kerentanan. Maqāṣid al-syarī‘ah menuntut 
pemulihan harta korban, keamanan transaksi, dan pencegahan pembiayaan 

 
52 Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī sebagai Basis Moderasi Islam,” 
Pidato Pengukuhan Guru Besar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 
53 Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, Tafsīr al-Marāghī (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 167. 
54 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 55–57. 
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kekerasan. Karena itu, kemaslahatan ayat tidak berhenti pada hukuman pelaku. 
Ia juga mencakup pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis agar masyarakat 
dapat kembali menjalani kehidupan secara aman. 

Sintesis ayat menghasilkan tiga lapisan. Ayat 32 menetapkan batas moral 
bahwa kehidupan tidak boleh dihilangkan tanpa hak. Ayat 33 menyerahkan 
respons terhadap kejahatan serius kepada hukum yang proporsional dan 
otoritas sah. Ayat 34 mencegah hukum menjadi pembalasan tertutup dengan 
mengakui pertobatan, hak korban, dan pemulihan. Urutan ini membantah 
pembacaan kelompok teror yang mengambil bahasa hukuman sambil 
mengabaikan perlindungan jiwa dan proses hukum. Ia juga mengoreksi negara 
apabila kontraterorisme dijalankan melalui penyiksaan atau hukuman kolektif. 
Model tiga lapis ini dapat disebut sebagai pola proteksi, regulasi, dan restorasi. 
Proteksi menentukan nilai yang tidak boleh dilanggar, regulasi mengatur 
respons terhadap pelanggaran, sedangkan restorasi membuka jalan kembali 
menuju tatanan sosial yang aman. 

Dengan demikian, Q.S. al-Mā’idah ayat 32–34 tidak menyediakan legitimasi 
bagi terorisme. Rangkaian tersebut justru membatasi siapa yang berwenang 
menghukum, mengukur respons berdasarkan kejahatan, dan membuka jalan 
keluar dari kekerasan. Kontribusi filosofis tafsīr maqāṣidī terletak pada 
perubahan pusat perhatian, dari bentuk sanksi menuju tujuan perlindungan, 
keadilan, dan rekonsiliasi. 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Q.S. al-Mā’idah ayat 32–34 membentuk 
arsitektur etis, yuridis, dan rekonsiliatif. Ayat 32 menegaskan universalitas hak 
hidup, ayat 33 mengatur pertanggungjawaban terhadap kekerasan yang 
merusak keamanan publik, sedangkan ayat 34 mengakui pertobatan dan 
pemulihan hak. Melalui tafsīr maqāṣidī Abdul Mustaqim, rangkaian tersebut 
melindungi jiwa, agama, akal, keturunan, harta, negara, dan lingkungan. 
Temuan ini menolak penyamaan sederhana antara kategori ḥirābah dan 
terorisme, tetapi mengakui kedekatannya pada unsur kekerasan terbuka, 
intimidasi, serta kerusakan kolektif. Penegakan sanksi harus berada pada 
otoritas yang sah, mengikuti pembuktian, proporsionalitas, dan perlindungan 
korban. Karena itu, kutipan ayat 33 oleh individu atau kelompok untuk 
menghukum pihak lain bertentangan dengan struktur dan tujuan ayat. Secara 
konseptual, perdamaian yang dihasilkan bukan perdamaian pasif. Ia menuntut 
kehadiran hukum yang dapat dipercaya, perlindungan yang nondiskriminatif, 
dan penafsiran agama yang tidak memproduksi musuh absolut. 

Kontribusi teoretis penelitian terletak pada model tiga lapis yang 
mempertemukan perlindungan kehidupan, keadilan hukum, dan rekonsiliasi. 
Model ini memperluas diskusi perdamaian dari ketiadaan serangan menuju 
keamanan positif yang mencakup hak, kepercayaan sosial, serta kesempatan 
meninggalkan kekerasan. Implikasi praktisnya ialah perlunya kontraterorisme 
yang menolak vigilantisme, menjaga hak korban, mendukung restitusi, dan 
menggabungkan penegakan hukum dengan deradikalisasi. Penelitian ini 
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terbatas pada studi kepustakaan dan belum menguji bagaimana Q.S. al-Mā’idah 
ayat 32–34 digunakan dalam propaganda kelompok tertentu atau diterapkan 
dalam kebijakan negara. Penelitian lanjutan perlu menganalisis dokumen 
propaganda, putusan pengadilan, dan program reintegrasi agar hubungan 
antara tafsir, kekerasan, serta pemulihan dapat diuji secara empiris. 
Rekomendasi tersebut penting agar klaim novelty tidak berhenti pada model 
konseptual, tetapi dapat dinilai melalui praktik penafsiran, proses peradilan, 
pengalaman korban, dan efektivitas perubahan perilaku pelaku kekerasan. 
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